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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 

Barat; 

Mengingat 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota 

Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Magelang se bagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 

Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang; 

Menimbang 

WALIKOTA MAGELANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 

NOMOR 89 TAHUN 2021 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA SADAN PERENCANAAN PEMSANGUNAN DAERAH 

KOTA MAGELANG 

SERITA DAERAH KOTA MAGELANG 

TAHUN 2021 NOMOR 89 

WALIKOTA MAGELANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

SALIN AN [ 



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

20 14 N omor 6, Tam bah an Lem bar an Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali lerakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerinlah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerinlah Nomor 72 Tahun 

2019 ten tang Perubahan Atas Pera tu ran Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 

lentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 

dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi 

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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Pasal l 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Magelang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pclaksanaan urusan pcmcrinlahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Magelang. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota clan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA 

MAGELANG. 

MEMUTUSK.AN: 

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang 

Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kola 

Magelang Nomor 105); 
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Pasal3 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1. Subbagian Program; 

2. Subbagian Keuangan; dan 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasa12 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan 

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang 

perencanaan, penelitian, dan pengembangan. 

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh 

Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah. 

BAB II 

KEDUDUKAN 

berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian 

wewenang dan tanggung jawabnya. 

adanya keterkaitan saling memperlihatkan 

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang. 

7. Jabatan Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural. 

8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah jabatan tinggi pada 

instansi pemerintah. 

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

10. Bagan Susunan Organisasi adalah bagan yang 
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Pasal4 

(1) Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran l yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pcrencanaan Bad an Organisasi Susunan (2) Bagan 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan 

Ekonomi dan Prasarana Wilayah; dan 

3. Subbidang Inovasi dan Teknologi. 

g. kelom pok J abatan Fungsional. 

Pengembangan dan Penelitian 1. Subbidang 

Pengembangan, dan f. Bidang Penelitian 

membawahkan: 

membawahkan: 
1. Subbidang Perekonomian; 
2. Subbidang Pertanian dan Lingkungan Hidup; dan 

3. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan. 

Wilayah 

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Perencanaan, membawahkan: 
1. Subbidang Penyusunan Rencana Pembangunan; 

dan 
2. Subbidang Data, Pengendalian Evaluasi dan 

Pela po ran. 
d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 

mem bawahkan: 

1. Subbidang Pemerintahan; dan 

2. Subbidang Pembangunan Manusia. 

e. Bidang Ekonomi dan Prasarana 
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pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

dan penelitian, perencanaan pembangunan, 

perundang-undangan; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

b. pelaksanaan kebijakan di bi dang perencanaan 

pembangunan, penelitian, dan pengembangan 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c. pelaksanaan koordinasi di bi dang perencanaan 

pembangunan, penelitian, dan pengem bangan 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

sesuai peraturan ketentuan dengan daerah 

penelitian, dan pengembangan pembangunan, 

Pasal 5 

( 1) Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah bertugas 

membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi 

penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 
(2) Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

(3) Subbagian pada Sekretariat di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbagian 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris Badan. 
(4) Subbidang pada Bidang di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang. 
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pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 

(3) Setiap pimpinan dan unit organisasi pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah menerapkan sistem 

pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing­ 

masmg. 

(4) Setiap pimpinan dan unit orgamsasi pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab 

merrumpin dan mengoordinasikan bawahan masing­ 

masing serta memberikan pengarahan dan petunjuk 

pelaksanaan tugas bawahan. 

prinsip perencanaan, menerapkan tugasnya 

Pasal6 

(1) Setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok 

Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam 

lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

maupun antarunit Perangkat Daerah. 

(2) Setiap pimpinan dan unit orgarusasi pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan 

BABV 

TATA KERJA 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota 

yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 
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Pasal8 

( 1) Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

terdapat jabatan pelaksana, dan Jabatan Fungsional. 

(2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan Jabatan 

Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis 

beban kerja sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Kepala Badan menyusun analisis jabatan, analisis beban 

kerja, dan peta jabatan terhadap seluruh jabatan di 

lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

(4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama atau setara eselon Ilb. 

(2) Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah merupakan jabatan administrator atau setara 

Jabatan Eselon IIIa. 
(3) Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah merupakan jabatan administrator atau setara 

Jabatan Eselon Illb. 

(4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan jabatan 

pengawas atau setara Jabatan Eselon IVa. 

BAB VI 

JABATAN 
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Pasal 10 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2016 

ten.tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota 

Magelang Tahun 2016 Nomor 47); dan 

b. Peraturan Walikota Magelang Nomor 48 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kota Magelang (Berita Daerah Kota 

Magelang Tahun 2016 Nomor 48), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal9 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang 

ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya 

sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan 

Peraturan Walikota ini. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 
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PRAWE 

salinan sesuai dengan aslinya 

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 89 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, 

ttd. 

JOKO BUDIYONO 

Diundangkan di Magelang 

pada tanggal 28 Desember 2021 

WALIKOTA MAGELANG, 

ttd. 

MUCHAMAD NUR AZIZ 

Ditetapkan di Magelang 

pada tanggal 28 Desember 2021 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Magelang. 

Pasal 11 

Peraturan Walikota iru mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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I I\ 

I 

a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan 

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 

3. URAIAN TUGAS 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala 

Badan mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, 

penelitian dan pengembangan daerah; 

b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program 

dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

c. pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

d. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional 

di lingkup tugasnya. 

Kepala Badan mernpunyai tugas membantu Walikota dalam 

melaksanakan urusan periunjang perencanaan pembangunan, 

penelitian dan pengembangan daerah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk 

optimalisasi pelaksanaan tugas. 

2. TUGAS DAN FUNGST 

KEPALA BADAN 1. NAMA JABATAN 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 

DAERAH KOTA MAGELANG 

PEMBANGUNAN PERENCANAAN 

LAMPIRAN II 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 

NOMOR 89 TAHUN 2021 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA BADAN 
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pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah 
daerah; 

e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan 

dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang 

meliputi semua urusan pemerintah daerah; 

f. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kebijakan 

perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan 
pemerintah daerah; 

g. mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses 

pengadaaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

h. menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, 

kepegawaian, barang milik daerah dan urusan umum di lingkup 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

1. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 

dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

J. membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
bawahan; 

k. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan 

program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 

perencanaan pem bangunan b. merumuskan kebijakan teknis 
daerah; 

c. merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, jangka 

menengah dan rencana kerja pemerintah daerah; 

d. merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan 
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a. menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat; 

b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

c. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahurian 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah; 

e. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan 

di lingkup Sekretariat; 

f. memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh 

bidang di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

g. melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

3. URAIAN TUGAS : 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, 

Sekretaris fungsi : 

a. pengoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan 

rencana stralegis, program dan kegiatan serta penyusunan 

laporan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

b. perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup 

Sekretarial; 

c. pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum 

dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

d. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di 

lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 

e. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan 

Sekretariat. 

2. TUGAS DAN FUNGSI 

Sekretaris mernpunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 

penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum 

dan kepegawaian di lingkup Badan. 

SEKRETARIS 1. NAMA JABATAN 
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II 

II 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 

pelaksanaan kegiatan Sekretariat; dan 
o. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun lap~ran 

tugas bawahan; 

I memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksa I aan n. 

dan kegiatan Sekretariat; 
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program m. 

lingkup Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah; 11 

1. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan 

kegiatan Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah; •1 

J. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; J 

mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di liDjgkup 
Sekretariat; 

k. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di 

1. 

h. melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan 

dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah; , 

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di linkkup 
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an 

KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM 1. NAMA JABATAN 

- 16 - 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program an 
kegiatan Subbagian Program; 

h. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksa an 
tugas bawahan; 

1. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun 

pelaksanaan kegiatan Subbagian Program; dan 

J. melaksanakan tu gas kedinasan lain yang di berikan leh 
pimpinan. 

3. URAIAN TUGAS 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Progra 

b. mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan B dan 
Perencanaan Pembangunan Daerah; 

c. mengkoordinasikan usulan program kegiatan dan lap, ran 
kegiatan yang masuk dari masing-masing bidang; 

d. menyiapkan bahan penyusunan dokumen anggaran s 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja 
Perencanaan Pembangunan Daerah; 

f. mengoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas 
Perencanaan Pembangunan Daerah; 

2. TUGAS 

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekrd taris 
dalam melaksanakan pengelolaan program di lingkup 

Perencanaan Pem bangunan Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan arahan pimpman tuk 
optimalisasi pelaksanaan tugas. 



a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Keuang n; 

b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lin I kup 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

c. melaksanakan pengendalian dan verifikasi keuangan di lin kup 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

d. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan B. dan 
Perencanaan Pembangunan Daerah; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan angg • ran 

dengan cara membandingkan laporan perkembangan real sasi 

belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun u, tuk 
bahan laporan kepada pimpinan; 

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 
kegiatan Subbagian Keuangan; 

g. memberi petunjuk, merigawasr, dan mengevaluasi pelaksa aan 
tugas bawahan; 

h. melaksanakan tcrtib administrasi dan menyusun 

pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan leh 
pimprrian. 

3. URAIAN TUGAS 

Kepala Subbagian Keuangan mernpuriyai tugas mem 

Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di li 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kete 

peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan tuk 
optimalisasi pelaksanaan tugas. 

2. TUGAS 

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN 1. NAMA JABATAN 
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DAN 

3. URAIAN TUGAS : 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umu dan 
Kepegawaian; 

b. melaksanakan urusan surat menyurat dan 
kearsipan; 

c. melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengk pan 

di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

d. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lin up 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

f. memproses administrasi usulan angka kredit bagi te aga 
fungsional di lingkup Badan; 

g. melaksanakan koordinasi terkait pelaksaan tugas an 
fungsinya; 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan prog am 

dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

1. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksan an 
tugas bawahan; 

J. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun lap an 

pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; d 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan eh 
pimpinan. 

2. TUGAS 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mernpunyai gas 

membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat men rat, 

kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta admini 

kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daer h. 

KEPALA SUBBAGIAN UMUM 

KEPEGA WAIAN 

1. NAMA JABATAN 
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nan 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Bi dang Perencana n; 

b. Menyusun draft perumusan kebijakan teknis perenca an 
pembangunan daerah; 

c. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis Penyus an 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); 

d. menyelia penyusunan data, pengendalian dan evaluasi kebija an 

perencanaan, pelaksanaan, dan hasil rencana pembangu an 
daerah serta program pem bangunan lainnya; 

e. mengoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, pengendal n, 

evaluasi, dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangu an 

daerah, pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan dae ah 
serta program pembangunan lainnya; 

3. URAIAN TUGAS 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, K pala 
Bidang Perencanaan mempunyai fungsi : 

a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bi ang 
Perencanaan; 

b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bi ang 
Perencanaan; 

c. pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan; 

d. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bi, ang 
Perencanaan. 

rencana pembangunan daerah, penyiapan data, pengend lian, 

evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perun ang­ 
undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optim isasi 
pelaksanaan tugas. 

2. TUGAS DAN FUNGSI 

Kepala Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam 

KEPALA BIDANG PERENCANAAN 1. NAMA JABATAN 
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f. mengoordinasikan evaluasi kebijakan teknis pengendalia 

evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pemban 

daerah, pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan d erah 
serta program pembangunan lainnya; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pro ram 
dan kegiatan Bidang Perencanaan; 

h. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksa aan 
tugas bawahan; 

1. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun la 

pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan; dan 

J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpman. 

- 20 - 



Pembangunan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan o eh 
pimpman. 

Rene na 

lapo an dan menyusun 

Penyusunan 

tertib administrasi 

kegiatan Subbidang 

J. 

kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan; 

c. menganalisis bahan perumusan kebijakan teknis perenca aan 

dan pelaksanaan rencana pem bangunan daerah serta pro ram 
pembangunan lainnya; 

d. mengkaji bahan penyusunan Rencana Pembangunan Ja gka 

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Ja gka 

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembang 
Daerah (RKPD); 

e. mengkaji bahan pengoordinasian, pelaksanaan serta pembi 

kebijakan dan perencanaan, pelaksanaan, 

pembangunan daerah dan program pembangunan lainnya; 

f. menganalisa kondisi daerah, permasalahan daerah, dan isu 

strategis pembangunan daerah sebagai materi penyus an 

dokumen perencanaan pembangunan daerah; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sebagai rangka ian 
proses penyusunan dokumen perencanaan; 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan prog am 

dan kegiatan Subbidang Penyusunan Rencana Pembangunan 

1. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksan an 
tugas bawahan; 

melaksanakan 

pelaksanaan 

Subbi ang a. menyusun rencana program dan kegiatan 

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah; 

b. menganalisis data dan informasi sebagai bahan perum san 

3. URAIAN TUGAS 

2. TUGAS 

Kepala Subbidang Penyusunan Rencana Pembangunan memp 

tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksa 
penyusunan rencana pembangunan daerah. 

KEPALA SUBBIDANG 

RENCANAPEMBANGUNAN 

1. NAMA JABATAN 
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3. URAIAN TUGAS 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang 

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; 

b. menganalisis data dan informasi sebagai 

kebijakan teknis Subbidang Data, Pengendalian, Evaluasi dan 
Pelaporan; 

c. mengkaji data dan informasi bahan pengendalian dan eva uasi 
kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil ren ana 

pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; 

d. mengkaji bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembi aan 

pengendalian, evaluasi, pelaporan kebijakan perenca an, 

pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan daerah 
program pembangunan lainnya; 

e. mengkaji bahan evaluasi kebijakan teknis pengenda ian, 

evaluasi, pelaporan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, 

hasil rencana pembangunan daerah serta pro 
pembangunan lainnya; 

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pro 

dan kegiatan Subbidang Data, Pengendalian Evaluasi 
Pela po ran; 

g. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksa 
tu gas ba wahan; 

h. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun 

pelaksanaan kegiatan Subbidang Data, Pengendalian 
dan Pelaporan; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
pimpinan. 

2. TUGAS 

Kepala Subbidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pela oran 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan alam 

melaksanakan kegiatan penyiapan data pengendalian, evaluas dan 

pelaporan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil re cana 

pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; 

KEPALA SUBBIDANG 

PENGENDALIAN, EVALUASI 

PELAPORAN 

1. NAMA JABATAN 
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Ke ala 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fu 

a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

c. pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangu an 
Manusia; 

d. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bid ng 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 

2. TUGAS DAN FUNGSI 

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memp nyai 

tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan D erah 

dalam penyiapan kebijakan, pengoordinasian, penyus nan 

perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pernbi aan 

bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pada: 

a. urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi pendid kan, 

kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindu gan 
masyarakat, serta sosial; 

b. urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi ur 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, admini 

kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masya 

dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga beren 

komunikasi dan informatika, kepemudaan dan 

statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan 

c. unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi f 

penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendid kan 
dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, 

penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan 
undangan. 

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN 

PEMBANGUNAN MANUSIA 

1. NAMA JABATAN 

- 23 - 



an 
Pembangunan Manusia; 

f. menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun leh 
perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya; 

g. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan 

perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan 
Pembangunan Manusia; 

h. menyelia draft rencana strategis Perangkat Daerah se ai 
dengan bidangnya; 

1. mengkaji dan menganalisa permasalahan di bid ng 

pemerintahan dan pembangunan manusia serta merumus an 
langkah-langkah pemecahannya; 

J. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan prog 

dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manus 

menyusun draft perencanaan Bidang Pemerintahan e. 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pemerin ahan 
dan Pem bangunan Manusia; 

b. menganalisis dan mengkaji data serta informasi sebagai han 

perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan 
pembangunan manusia; 

c. mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan d erah 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang me iputi 

urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban u um 

dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perem uan 

dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan esa, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komu 

dan informatika, kepemudaan dan olahraga, 

persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan 

penunjang urusan pemerintahan yang meliputi 

penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendi 

dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, gsi 
periunjang lainnya sesuai dengan ketentuan 
undangan; 

d. menyusun draft kebijakan teknis Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia; 

3. URAIAN TUGAS : 
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k. memberi petunjuk, merigawasn dan mengevaluasi pelaks aan 
tugas bawahan; 

1. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun la oran 

pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pemban nan 
Manusia; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 



Pemerin tahan; 

b. menganalisis data dan informasi sebagai bahan perum 

kebijakan teknis urusan ketentraman, keterertiban umum an 

perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan an 

pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, 

persandian, perpustakaan dan kearsipan, serta 

penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fu gsi 

perrurijarig perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidi an 

dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta fu gsi 

penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan perund g­ 
undangan; 

rencana program dan kegiatan Subbi ang a. menyusun 

3. URAIAN TUGAS 

2. TUGAS 

Kepala Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
melaksanakan perencanaan pembangunan pada: 

a. urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi 

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyara 

b. urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 

komunikasi dan informatika, urusan statistik, 

persandian, urusan perpustakaan dan urusan kearsipan; 

c. unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi 

penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendi 
dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, 

penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan 
undangan. 

: KEPALA SUBBIDANG PEMERINTAH N 1. NAMA JABATAN 
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c. menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai 

penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan u usan 

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masya akat, 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komu ikasi 

dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan dan 

kearsipan, serta unsur penunjang urusan pemerintahan yang 

meliputi fungsi periunjang perencanaan, keua gan, 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan 

pengembangan, serta fungsi penunjang lainnya sesuai d 
ketentuan perundang-undangan; 

d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan perenca aan 

pembangunan daerah urusan urusan ketentraman, keter iban 

umum dan perlindungan masyarakat, ad mini 

kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi 

informatika, statistik, persandian, perpustakaan dan kears an, 

serta unsur penunjang urusan pemerintahan yang mel puti 

fungsi perrunjang perencanaan, keuangan, kepegaw ian, 

pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, erta 

fungsi penunjang lainnya sesuai dengan keten tuan perund rig­ 
undangan; 

e. mengoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan ang 

disusun oleh perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasn a; 

f. menganalisis data penyusunan rencana pembangunan jar gka 

panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemeri tah 
daerah sesuai dengan bidangnya; 

g. mengkaji data penyusunan rencana strategis perangkat da rah 
sesuai dengan bidangnya; 

h. mengkaji dan menganalisa permasalahan pada ur an 

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyara at, 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komuni asi 
dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan an 

kearsipan, serta unsur penunjang urusan pemerintahan y ng 

meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuan n, 
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian an 

pengembangan, serta fungsi penunjang lainnya sesuai den an 

ketentuan perundang-undangan dan merumuskan langk h­ 
langkah pemecahannya; 
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1. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pr 

dan kegiatan Subbidang Pemerintahan; 

J. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaks 
tugas bawahan; 

k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun 

pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemerintahan; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpman. 



kebudayaan; 

c. menganalisa dan mengkaji data dan informasi sebagai b an 

penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan ur an 

pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan an 

perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, keperriud] an 
dan olahraga, serta kebudayaan; 

d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencan · an 

pembangunan daerah urusan pendidikan, kesehatan, so ial, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan a k, 

pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian pendu uk 

dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, s ta 
kebudayaan; 

Subbi ang a. menyusun rencana program dan kegiatan 
Pembangunan Manusia; 

b. menganalisis data dan informasi sebagai bahan perum san 

kebijakan teknis urusan pendidikan, kesehatan, s 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian pend uk 

dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, rta 

3. URAIAN TUGAS 

2. TUGAS 

Kepala Subbidang Pembangunan Manusia mernpunyai ugas 

membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Ma usia 
dalam melaksanakan perencanaan pem bangunan pad a: 

a. urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi urusan pendi 
urusan kesehatan, urusan sosial; 

b. urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 
pem berdayaan masyarakat dan 

penduduk dan keluarga berencana, urusan kepemudaan dan 
olahraga, serta urusan kebudayaan. 

: KEPALA SUBBIDANG PEMBANGUN N 

MA NU SIA 

1. NAMA JABATAN 

- 29 - 



- 30 - 

e. mengoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan ya,ng 

disusun oleh perangkat daerah sesuai dengan bidang tugas ya; 

f. mengkaji bahan penyusunan rencana pembangunan j gka 

panjang, jangka menengah dan rencana kerja peme 

daerah sesuai dengan bidangnya; 

g. mengkaji data penyusunan rencana strategis perangkat d erah 
sesuai dengan bidangnya; 

h. melaksanakan inventarisasi permasalahan pada u san 

pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan 

perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemu 

dan olahraga, dan kebudayaan, serta merumuskan lan ah­ 
langkah pemecahannya; 

1. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pro ram 
dan kegiatan Subbidang Pembangunan Manusia; 

J. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksa aan 
tugas bawahan; 

k. melaksanakan tertib adrninistrasi dan menyusun lap ran 

pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembangunan Manusia; d 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan leh 
pimpinan. 



DAN 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Ekonomi 
Prasarana Wilayah; 

b. menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai ba an 

perumusan kebijakan teknis ekonomi dan prasarana wilayah 

c. menyusun draf kebijakan teknis Bidang Ekonomi dan Prasar na 
Wilayah; 

d. menyusun draft perencanaan Bidang Ekonomi dan Prasar na 
Wilayah; 

e. menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun 

Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; 

3. URAIAN TUGAS: 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, K 

Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi: 

a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bi ang 
Ekonomi dan Prasarana Wilayah; 

b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bi ang 
Ekonomi dan Prasarana Wilayah; 

c. pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilay 

d. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bi 
Ekonomi dan Prasarana Wilayah. 

2. TUGAS DAN FUNGSI 

Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mernpunyai 

membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perenc 

pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Eko 

dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman 

tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, ko 

dan usaha mikro, pariwisata, pertanian, perikanan, pangan, e 

lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perum 

dan kawasan permukiman, serta pertanahan dan perhubungan. 

KEPALA BIDANG EKONOMI 

PRASARANA WILAYAH 

1. NAMA JABATAN 
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dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah; 

1. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksa an 
tugas bawahan; 

m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun lap ran 

pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wila ah; 
dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan leh 
pimpinan. 

serta merumuskan prasarana wilayah 

pemecahannya; 

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kebi pelaksanaan hasil evaluasi melaksanakan f. 
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pariwisata, pertanian, perikanan, pangan, energi, lingku gan 

hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan 

kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan; 

J. mengkaji dan menganalisa permasalahan di bidang ekonomi dan 

1. menyelia penyusunan rencana pembangunan daerah ang 
ekonomi dan prasarana wilayah yang meliputi san 
penanaman modal, tenaga kerja dan asi, 
perindustrian, perdagangan, koperasi dan us aha 

perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan 
prasarana wilayah; 

g. menyelia penyusunan rencana pembangunan jangka pa ang, 

jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah s suai 
bidang tugasnya; 

h. mengkaji data penyusunan rencana strategis perangkat d rah 
sesuai bidang lugasnya; 



Perekonomian; 

b. menganalisis data dan informasi sebagai bahan perum san 
kebijakan teknis bidang perekonomian; 

c. mengkaji data dan informasi sebagai bahan perum san 

kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan penan an 

modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindust ian, 

perdagangan, koperasi dan usaha mikro, serta pariwisata; 

d. mengolah dan menganalisa data sebagai bahan meny 

perencanaan yang berhubungan dengan urusan penana an 
modal, tenaga kerja dan transmigrasi, 

perdagangan, koperasi dan usaha mikro, serta pariwisata; 
e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebij an 

perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Perekonomia 

f. mengoordinasikan dan memadukan rencana pem bangunan ng 

disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasn 

g. mengkaji bahan penyusunan rencana pembangunan ja ka 

parij arig, jangka menengah dan rencana kerja pemeri ah 
daerah sesuai dengan bidangnya; 

h. mengkaji data penyusunan rencana strategis perangkat dae ah 
sesuai dengan bidangnya; 

1. mengkaji dan menganalisa bahan penyusunan renc na 

pembangunan daerah urusan penanaman modal, tenaga k ja 

dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi 
usaha mikro, serta pariwisata; 

Subbi ang kegiatan menyusun rencana program dan a. 

3. URAIAN TUGAS: 

2. TUGAS 

Kepala Subbidang Perekonomian mernpunyai tugas 

Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksa 

perencanaan pembangunan yang meliputi urusan penanaman 

tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, ko 
dan usaha mikro serta pariwisata. 

KEPALA SUBBIDANG PEREKONO 1. NAMA JABATAN 
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J. mengkaji dan menganalisa permasalahan yang berhub ngan 

dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan 

transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi dan saha 
mikro, serta pariwisata; 

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pr 
dan kegiatan Subbidang Perekonomian; 

l. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaks aan 
tugas bawahan; 

m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun 

pelaksanaan kegiatan Subbidang Perekonomian; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 
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lingkungan hidup; 

f. mengoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan 

disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasn 

g. menyelia bahan penyusunan rencana pembangunan ja 

panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemeri 
daerah sesuai dengan bidangnya; 

h. mengkaji data penyusunan rencana strategis 
sesuai dengan bidangnya; 

1. mengkaji dan menganalisa data penyusunan renc na 

pembangunan daerah urusan pertanian, perikanan, pan an, 
energi dan lingkungan hidup; 

J. mengkaji dan menganalisa permasalahan yang berhubun an 

dengan urusan pertanian, perikanan, pangan, energi an 
lingkungan hidup; 

pembangunan perencanaan 
hasil 

daerah 

evaluasi melaksanakan 
energi dan lingkungan hidup; 
berhubungan dengan urusan pertanian, perikanan, pan an 

pelaksanaan kebij l~ 
bidang pertanian 6an 

e. 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Pert 
dan Lingkungan Hidup; 

b. menganalisis data dan informasi sebagai bahan perum 

kebijakan teknis bidang pertanian dan lingkungan hidup; 

c. mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perurnj san 

kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan perta ian, 

perikanan, pangan, energi dan lingkungan hidup; 

d. mengkaji dan menganalisa data penyusunan perencanaan ang 

3. URAIAN TUGAS : 

lingkungan hidup. 

Kepala Subbidang Pertanian dan Lingkungan Hid up memp j nyai 

tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wi ryah 
dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan 

meliputi urusan pertanian dan perikanan, pangan, energi dan 

2. TUGAS 

KEPALA SUBBIDANG PERTANIAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

1. NAMA JABATAN 
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pimpinan. 

m. 

l. 

k. 
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melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pr Jram 

dan kegiatan Subbidang Pertanian dan Lingkungan Hidup; I 

memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaks raan 
tugas bawahan; 

melaksanakan tertib administrasi dan menyusun la oran 

pelaksanaan kegiatan Subbidang Pertanian dan Lingk , gan 
Hidup; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 



pembangunan daerah bidang urusan pekerjaan umum an 

penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawa an 
permukiman serta perhubungan; 

penyusunan penyiapan bah an renc na melaksanakan 1. 

perencanaan pem bangunan daerah bidang infrastruktur an 
kewilayahan; 

f. mengoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan ng 

disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasn 

g. mengkaji dan menganalisa data penyusunan na 

pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan na 

kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya; 

h. mengkaji data penyusunan rencana strategis perangkat dae ah 
sesuai dengan bidangnya; 

pelaksanaan hasil evaluasi kebij melaksanakan e. 

perumahan umum dan penataan ruang, pertanahan, 

kawasan permukiman serta pcrhubungan; 

sebagai bahan meny sun 

dengan urusan peker~an 

mengkaji dan menganalisa data 
perencanaan yang berhubungan 

d. 

Infrastruktur dan Kewilayahan; 

b. menganalisis data dan informasi sebagai bahan perum san 

kebijakan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan; 

c. mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perum san 

kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan peke aan 

umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan 
kawasan permukiman serta perhubungan; 

Subbi ang rencana program dan kegiatan a. menyusun 

3. URAIAN TUGAS: 

Kepala Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai gas 

membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah lam 
1 k k k · b di bi I ang me a sana an egiatan perencanaan pem angunan 

pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumaha 
kawasan permukiman serta perhubungan. 

2. TUGAS 

KEPALA SUBBIDANG INFRASTRU TUR 

DAN KEWILA Y AHAN 

1. NAMA JABATAN 
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1. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksa 
tugas bawahan. 

m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun 

pelaksanaan kegiatan Sub bi dang Infrastruktur dan 
Kewilayahan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pirnpirian. 

merumuskan serta perhubungan 

pemecahannya; 

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pro 

dan kegiatan Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 

kawasan dan perumahan pertanahan, 

J. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhub ngan 

dengan urusan pekerjaan umum dan penataan 
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a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Penelitian dan 

Pengembangan yang terdiri atas kelitbangan utama, meli uti: 

penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penera 

pengoperasian, evaluasi kebijakan serta kelitbangan pendu 

meliputi: peningkatan kapasitas kelembagaan, 

ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumberdaya 

peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi 

fasilitasi inovasi daerah, pengembangan basis data kelitban 

pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjas 

kelitbangan dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya. 

b. menyusun pengorganisasian kelitbangan yaitu lis 

pertimbangan, tim pengendali mutu dan tim kelitbangan. 

3. URAIAN TUGAS : 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, K pala 

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi: 

a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bi ang 
Penelitian dan Pengembangan; 

b. penyusunan rencana kerja dan pengorganisasian kelitbangan 

c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bi ang 
Penelitian dan Pengembangan; 

d. pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan ang 
terdiri atas kelitbangan utama dan pendukung; 

e. pembinaan dan pengendalian program dan kegiaian Bi ang 
Penelitian dan Pengembangan. 

2. TUGAS DAN FUNGSI 

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai ugas 

membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

penyiapan kebijakan, pengoordinasian, dan melaksanakan ke atan 

yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan b dang 

pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang ekonomi dan 

prasarana wilayah, serta inovasi dan teknologi sesuai kete tuan 
peraturan perundang-undangan. 

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN 

1. NAMA JABATAN 
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ang 

dan 
prasarana wilayah, serta inovasi dan teknologi; 

g. menyelia penyelenggaraan fasili tasi dan pelaksanaan in vasi 
daerah; 

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas 
penelitian dan pengembangan di daerah; 

1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksa aan 

penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah daerah; 

J· melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan; 

k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksa aan 
tugas bawahan; 

1. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun lap ran 

pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan; 

m. mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara a ing 

untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwe 
sesuai peraturan yang berlaku; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan leh 
pimpinan. 

pad a 

ekonomi 

dan pengembangan 

pembangunan rriarru sra, 

menyelia penelitian 

pemerintahan dan 

f. 

c. menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai ahan 

perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pada 

bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonom dan 

prasarana wilayah, serta inovasi dan teknologi; 

d. merumuskan draft perencanaan penelitian dan pengemb ngan 

bidang pemcrintahan dan pembangunan manusia, ekonom dan 

prasarana wilayah, serta inovasi dan teknologi; 

e. mengoordinasikan kerjasama penelitian dan pengemba gan 

dengan pihak terkai t; 
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pengembangan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan an 
pembangunan manusia; 

d. melaksanakan penelitian dan pengembangan pada Subbid ng 

Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangu an 
Manusia; 

an 

an 

3. URAIAN TUGAS : 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Penel· ian 

dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusi 

b. menganalisis data dan informasi sebagai bahan perum 

kebijakan teknis bidang penelitian dan pengemba 

pemerintahan dan pembangunan manusia; 

c. mengkaji data dan informasi lainnya sebagai 

kebijakan teknis yang berhubungan dengan penelitan 

2. TUGAS 

Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintaha dan 

Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala B dang 

Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penelitian dan 

pengembangan pada bidang pemerintahan dan 

manusia yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentra an, 

ketertiban urn um, dan perlindungan masyarakat, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, admini trasi 

kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyaraka dan 

desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, 

kebudayaan, kearsipan, dan unsur penunjang urusan pemerint 

yang meliputi fungsi penunjang percncanaan, keua 

pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, erta 

penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penet pan 

peraturan baru dan/ atau evaluasi terhadap pelaksanaan perat 

melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, 

fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara 

untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwe 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DAN 

PEMBANGUNAN MANUSIA 

1. NAMA JABATAN 
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leh n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
prmprna n. 

negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh inst nsi 
yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku serta me 
laporan atas hasil penelitiannya; dan 

rga 

penelitian dan pengembangan pemerintah daerah ada 

Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia; 

h. melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan erta 
pelaksanaan pengkajian peraturan; 

1. memberikan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi 

warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh ins ansi 
yang berwenang; 

J. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan progra 

kegiatan Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerint 
dan Pembangunan Manusia; 

k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksa aan 
tugas bawahan. 

1. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun 

pelaksanaan kegiatan Subbidang Penelitian dan Pengemba 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

m. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian 

aan sinkronisasi dan koordinasi g. melaksanakan 

e. mengoordinasikan pelaksanaan pengkajian kebijakan pada 

Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia; 

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaks aan 

penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah 

berkaitan dengan Subbidang Penelitian dan Pengemb gan 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 
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ran 

penelitian dan pengembangan pemerintah daerah bidang ekon mt 
dan prasarana wilayah; 

an sinkronisasi dan koordinasi g. melaksanakan 

URAIAN TUGAS : 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Penel kian 
dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah; 

b. menganalisis data dan informasi sebagai bahan 

ke bij akan teknis bidang peneli tian dan pengem bangan eko 
dan prasarana wilayah; 

c. mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perum 

kebijakan teknis yang berhubungan dengan ekonomi an 
prasarana wilayah; 

d. melaksanakan penelitian dan pengembangan pada Subbi ng 

Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilaya 
e. mengoordinasikan pelaksanaan pengkajian kebijakan 

Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasar na 
Wilayah; 

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksan an 

penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah ng 

berkaitan dengan ekonomi dan prasarana wilayah; 

3. 

perundang-undangan. 
ketentuan sesuai kelitbangan pengorganisasian 

menyusun kerja rencana serta perhubungan dan 

Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan 

Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bi ang 

Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penelitian dan 

pengembangan ekonomi dan prasarana wilayah yang meliputi ur san 

penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindus ian, 

perdagangan, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, perta ian, 

perikanan, pangan, energi, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan 

penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertan an, 

2. TUGAS 

KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN EKONOMI DAN 

PRASARANA WILAYAH 

1. NAMA JABATAN 
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h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan progra dan 

kegiatan Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonom dan 
Prasarana Wilayah; 

1. memberi petunjuk, rnerigawaai dan mengevaluasi pelaks naan 
tugas bawahan. 

J. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun 

pelaksanaan kegiatan Subbidang Penelitian dan Pengemb ngan 
Ekonomi dan Prasarana Wilayah; 

k. menyusun rencana kerja kelitbangan; 

1. menyusun pengorganisasian kelitbangan, yaitu 

pertimbangan, tim pengendali mutu dan tim kelitbangan; da 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 



penelitian dan pengembangan daerah, serta fasilitasi an 
penerapan inovasi dan teknologi; 

1. menyusun bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi h il­ 
hasil kelitbangan; 

pelaksan an sinkronisasi dan koordinasi h. melaksanakan 

dan teknologi; 

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksan an 

penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penera an 
inovasi dan teknologi; 

d . I . an penerapan mo asi 

teknologi; 

melaksanakan penyiapan bahan, strategi, f. 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Inovasi dan 
Teknologi; 

b. menganalisis data dan informasi sebagai bahan perum san 
kebijakan teknis inovasi dan teknologi; 

c. mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perum san 

kebijakan teknis yang berhubungan dengan inovasi dan tekno ogi; 

d. melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait inovasi dan 
teknologi; 

e. melaksanakan pengkajian kebijakan dan fasitasi inovasi an 

3. URAIAN TUGAS : 

Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi mernpunyai gas 

membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan 

melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan 

penerapan inovasi dan teknologi yang meliputi penel tian, 

pengembangan dan perkayasaan inovasi dan teknologi, uji cob dan 

pen era pan rancang bangun/ model replikasi dan invensi difusi in uasi 

dan penerapan teknologi, serta perumusan kebijakan terkait j ms, 

prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah ang 

bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan 

diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Keka aan 

Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. TUGAS 

KEPALA SUBBIDANG INOVASI DAN 

TEKNOLOGI 

1. NAMA JABATAN 
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PRAW 

salinan sesuai dengan aslinya 

M UCHJ\MAD NUR AZIZ 

ttd. 

WAUKOTA MAGELANG. 

J. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan progra dan 

kegiatan Subbidang Inovasi dan Teknologi; 

k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksa aan 
tugas bawahan; 

1. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun 

pelaksanaan kegiatan Subbidang Inovasi dan Teknologi; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

p1mpman. 
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